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ABSTRAK

Meningkatnya perpindahan masyarakat sebagai akibat dari globalisasi
mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan layanan transportasi. Namum
tingginya kebutuhan akan layanan transportasi saat ini tidak diimbangi dengan
penyediaan sarana angkutan umum yang mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat. Dengan ketidakmampuan sarana angkutan umum dalam memenuhi
kebutuhan sarana transportasi berusaha dipenuhi oleh kehadiran ojek yang
mengisi celah antara kebutuhan dan ketersediaan angkutan umum. Pemanfaatan
sepeda motor sebagai angkutan umum akan memberikan akibat seperti harus
adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa
angkutan ojek. Keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum (ojek) yang
mampu memberikan pengaruh sosial-ekonomi di lain sisi telah diatur dengan
tegas dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa sepeda motor tidak termasuk
ke dalam kendaraan bermotor umum yang digunakan sebagai angkutan umum.

Penelitian ini untuk menjawab persoalan mengenai perlindungan
konsumen yang diberikan kepada pengguna angkutan ojek serta bagaimana
hukum menyikapi kehadiran sepeda motor sebagai angkutan umum yang telah
menjadi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan
(field research) yang dilakukan di Yogyakarta dan bersifat yuridis-empiris.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuesioner. Selain menggunakan
metode kuesioner, peneliti juga menggunakan metode wawancara dan
pengumpulan data di lapangan dan pengumpulan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa kehadiran sepeda motor sebagai
angkutan umum (ojek) telah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap
kehidupan sosial-ekonomi terhadap masyarakat khususnya pengemudi ojek.
Kehadiran ojek mampu menyerap ribuan tenaga kerja yang pada akhirnya mampu
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari segi perlindungan hukum,
perlindungan yang diberikan kepada pengguna angkutan ojek masih begitu lemah
dengan tidak terpenuhinya hak konsumen seperti keselamatan dan hak atas
informasi yang benar seperti tarif yang berlaku. Hingga saat ini belum ada sikap
hukum yang jelas memberikan kepastian hukum baik kepada pengemudi maupun
penumpang ojek mengenai status pengoperasian ojek sebagai angkutan umum
yang legal dan kepastian mengenai perlindungan hukum pengemudi maupun
penumpang ojek. Perlu dibentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur
pengoperasian sepeda motor sebagai angkutan umum untuk memberikan
perlindungan bagi penumpang maupun pengemudi ojek itu sendiri.
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MOTTO

“JIKA KAMU BERSUNGGUH-SUNGGUH, KESUNGGUHAN ITU
UNTUK KEBAIKANMU SENDIRI (Al-Ankabut : 6)”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf

Arab
Nama Huruf Latin Keterangan

ا alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب bā’ b be

ت tā’ t te

ث sā’ ś es (dengan titik di atas)

ج jīm j je

ح hā’ h̖ ha (dengan titik di bawah)

خ khā’ kh ka dan ha

د dāl d de

ذ zāl ź zet (dengan titik di atas)

ر rā’ r er

ز zai z zet

س sīn s es

ش syīn sy es dan ye

ص sād s̖ es (dengan titik di bawah)

ض dād d̖ de (dengan titik di bawah)

ط tā’ t̖ te (dengan titik di bawah)

ظ zā’ z̖ zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas

غ gain g -

ف fā’ f -

ق qāf q -
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ك kāf k -

ل lām l -

م mīm m -

ن nūn n -

و wāwu w -

ه h̄ā h -

ء hamzah ‘ Apostrof

ي yā’ y -

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

احمد یّة ditulis Ahmadiyyah

C. Tā Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جما عة ditulis jamā’ah

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

لاولیاءكرامةا ditulis karāmatul-auliyā’

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing

dengan tanda hubung (-) di atasnya.
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F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai

بینكم ditulis bainakum

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au

قول ditulis Qaul

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof (‘)

اانتم ditulis A’antum

مؤنث ditulis Mu’annaś

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القران ditulis Al-Qur’ān

القیاس ditulis Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis As-samā’

الشمس ditulis Asy-syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

عرف ditulis ‘urf
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang saat ini terjadi di semua negara tanpa terkecuali Indonesia

telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat seperti budaya, ekonomi, dan

pendidikan. Salah satu akibat dari globalisasi ini adalah meningkatnya pergerakan

atau perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain dan terjadi

dalam waktu yang cepat. Perpindahan ini tidak hanya terjadi atau dibutuhkan oleh

manusia tetapi juga terjadi kepada barang dan jasa.

Peningkatan akan perpindahan masyarakat (orang) dan barang dari satu

tempat ke tempat yang lain akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan sarana

transportasi yang memadai. Kebutuhan sarana transportasi untuk memindahkan

orang dan barang akan berusaha dipenuhi dengan kehadiran angkutan umum.

Angkutan umum menyediakan jasa untuk memindahkan orang dan barang dari

tempat asal menuju tempat yang dikehendaki.

Kegiatan dari transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan

penumpang dari satu tempat (origin atau port of call) ke tempat lain (part of

destination), maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau

dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat

bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.1 Transportasi

memiliki fungsi tempat dan waktu yang sangat penting dimana barang akan

1 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang, (Jakarta:
Penerbit Rineka Cipta, 1995), hlm. 1
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memiliki nilai lebih di tempat tujuan dibandingkan berada di tempat asal orang

atau barang tersebut, serta dengan distribusi yang cepat untuk mencapai tempat

tujuan maka barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pada waktu yang tepat

saat dibutuhkan.

Angkutan umum memiliki peran yang penting dalam menunjang

pembangunan ekonomi. Angkutan umum menjadi bagian penting dari pergerakan

ekonomi dimana angkutan umum berkaitan dengan distribusi barang, jasa serta

perpindahan tenaga kerja. Kebutuhan yang meningkat akan sarana transportasi

yang berusaha dipenuhi oleh angkutan umum dapat menunjang pembangunan

ekonomi di suatu wilayah. Ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif

dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi

mempunyai peranan yang sangat penting bukan hanya untuk melancarkan arus

barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya

alokasi sumber daya ekonomi secara optimal yang berarti kegiatan produksi

dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan

masyarakat meningkat, untuk selanjutnya kesenjangan antar daerah dapat ditekan

serendah mungkin.2

Angkutan umum menawarkan berbagai pilihan jenis transportasi dengan

tingkat pelayanan, kenyamanan dan tarif yang berbeda-beda antara jenis

transportasi yang satu dengan yang lainnya. Kendaraan angkutan umum terdiri

dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bemotor

merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin

2 Rahardjo Adisasmita, Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2010), hlm. 3
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selain kendaraan yang berjalan di atas rel.3 Kendaraan bermotor yang digunakan

sebagai angkutan umum meliputi mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan

kendaraan khusus. Kendaraan tidak bermotor dibedakan berdasarkan alat

penggeraknya yaitu kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang seperti becak

dan kendaraan yang digerakan oleh tenaga hewan misalnya delman.

Kebutuhan akan sarana transportasi berbanding lurus dengan tingkat

kepadatan penduduk di suatu wilayah. Perbandingan antara jumlah kendaraan

yang tersedia sebagai angkutan umum dengan kebutuhan masyarakat seringkali

tidaklah seimbang. Bukan hanya ketersediaan kendaraan yang menjadi alasan

meningkatnya kebutuhan akan angkutan umum, tetapi efisiensi waktu dan

kenyamanan untuk mendapatkan sarana transportasi berupa angkutan umum juga

menjadi salah satu pertimbangan. Kebutuhan yang tidak sepenuhnya mampu

dipenuhi oleh angkutan umum berimbas kepada munculnya angkutan-angkutan

lain yang menawarkan jasa layanan layaknya angkutan umum untuk dapat

memindahkan orang dan barang dari tempat asal menuju ke tempat yang

dikehendaki. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan bermotor

khususnya sepeda motor untuk menawarkan jasa ojek yang bisa mengantarkan

penumpang dan barang ke tempat tujuan. Saat ini ojek menjadi pilihan praktis

bagi pengguna jasa angkutan umum untuk menjadikan ojek sebagai sarana

transportasi mencapai tempat tujuan dengan kenyamanan dan ketepatan waktu

yang ditawarkan jasa ojek.

3 Pasal 1 butir (8) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
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Ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepeda atau sepeda

motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau

penyewanya. Keberadaan ojek sekarang ini tidak bisa dipandang sebelah mata

sebagai angkutan biasa. Jasa layanan ojek telah memasuki era baru dengan

lahirnya layanan ojek berbasis online. Layanan ojek berbasis online merupakan

sebuah era yang memanfaatkan jaringan internet dengan menciptakan startup atau

aplikasi pemesanan ojek secara online yang telah merubah ojek dari pangkalan

menjadi berbasis online melalui aplikasi pada smartphone. Layanan ojek online

berhasil menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan angkutan umum lain

yang tersedia saat ini. Hingga saat ini telah banyak yang menawarkan jasa

angkutan umum menggunakan sepeda motor (ojek) dengan berbasis online atau

aplikasi seperti Go-Jek, Grab Bike, SmartJek, Bang Jek, Taksi Jeger, Ojesy, Blue

Jek, Get Jek, O’Jack Taxi Motor dan masih banyak lainnya. Pertumbuhan layanan

ojek online semakin pesat dengan awalnya hanya beroperasi di Daerah Khusus

Ibukota (DKI) Jakarta, saat ini mulai merambah kota-kota besar di luar Jakarta

seperti salah satunya adalah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta telah menjadi

tempat untuk perluasan pasar bagi layanan ojek online seperti Go-Jek. Dalam

waktu singkat, layanan ojek online ini berhasil menjaring ribuan tenaga kerja di

Indonesia untuk menjadi pengemudi ojek (driver) dan mendapatkan pasar yang

begitu luas dalam mengembangkan usahanya.

Sepeda motor yang menjadi alat utama dalam usaha layanan ojek online

maupun konvensional (pangkalan) menurut Pasal 47 ayat (3) Undang-undang No.

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidaklah termasuk ke
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dalam kelompok kendaraan bermotor umum karena hanya mobil penumpang,

mobil bus dan mobil barang masuk dalam kelompok atau kategori kendaraan

bermotor umum yang berarti sepeda motor tidak boleh digunakan sebagai

kendaraan angkutan umum. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (3)

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan

Jalan) yang menyatakan bahwa sepeda motor tidak termasuk sebagai angkutan

umum dimana kendaraan bermotor yang termasuk dalam angkutan umum adalah

mobil penumpang dan mobil bus. Sepeda motor menurut Pasal 1 butir (20)

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan

dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa

rumah-rumah.

Pertumbuhan layanan ojek online yang begitu pesat dan berhasil menjaring

ribuan tenaga kerja Indonesia sebagai driver telah menjadi fenomena sosial yang

tidak bisa dianggap sebagai hal biasa tanpa mengesampingkan masih banyaknya

ojek pangkalan yang ada. Layanan ojek online telah berhasil membuka lapangan

pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia serta memberikan pilihan model

transportasi praktis bagi masyarakat yang mengharapkan sarana transportasi yang

baik, aman dan nyaman yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Kehadiran

layanan ojek di Indonesia menjadi solusi bagi masyarakat yang merindukan

sarana transportasi yang layak dan tepat waktu yang hingga saat ini belum bisa

dipenuhi oleh pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan lalu lintas

dan angkutan jalan. Sisi lain layanan ojek baik pangkalan maupun online
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membuat dilema mengenai pengaturan tentang angkutan umum di Indonesia

karena secara jelas sepeda motor tidak termasuk ke dalam kendaraan bermotor

yang dapat difungsikan sebagai angkutan umum dan membuat persaingan usaha

antar perusahaan transportasi cenderung menjadi tidak sehat.

Penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum tanpa dasar atau

payung hukum yang jelas dikhawatirkan dapat menjadi bom waktu dalam

masyarakat berkaitan dengan dengan kewajiban dan hak yang harusnya

dilaksanakan dan diperoleh oleh pengemudi serta pengguna jasa. Tidak hanya

dengan kewajiban dan hak di antara para pihak, iklim usaha yang tidak sehat juga

akan berpengaruh kepada hubungan antar penyelenggara angkutan umum baik

angkutan umum konvensional (ojek pangkalan, bus umum) maupun angkutan

umum berbasis online apabila tidak ada peraturan yang jelas mengenai

keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum. Keberhasilan ojek online dan

ojek pangkalan sebagai angkutan umum membuka lapangan kerja bagi

masyarakat Indonesia meskipun tidak memiliki payung hukum akan menjadi

masalah sosial ketika pada akhirnya sepeda motor sebagai alat usaha layanan ojek

online maupun ojek pangkalan sebagai angkutan umum harus ditertibkan karena

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat kondisi di atas, maka penulis melakukan penelitian terkait

penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum baik dari segi pengaturannya

maupun perlindungan hukum bagi pengguna jasa ojek baik pangkalan ataupun

online serta pengaruh yang timbul dalam masyarakat dengan pemanfaatan sepeda

motor sebagai angkutan umum terlebih lagi dengan hadirnya layanan ojek online
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sebagai penyelenggara angkutan umum dengan menggunakan sepeda motor.

Selanjutnya penulis menyusunnya dalam judul “Perlindungan Konsumen

Pengguna Jasa Ojek Dalam Perspektif Hukum”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen yang didapatkan oleh pengguna

jasa angkutan ojek?

2. Bagaimanakah hukum menyikapi keberadaan sepeda motor sebagai

angkutan umum melihat gejala yang terjadi saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diperoleh pengguna

jasa atau konsumen ojek sepeda motor.

b. Untuk mengetahui bagaimana hukum menyikapi fenomena terkait

penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan mampu

memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu

pengetahuan hukum, khususnya mengenai hukum transportasi.

b. Dari segi praktis, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan

pertimbangan bagi pihak-pihak terkait untuk membuat sebuah

peraturan yang dapat dengan tegas mengatur mengenai penggunaan
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dan status yang jelas terhadap penggunaan sepeda motor sebagai

angkutan umum.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri

oleh penulis, ternyata tidak diketemukan hal-hal yang konkrit membahas atau

meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Terkait kualitas penelitian

maka penulis berusaha menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan

cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Oleh sebab itu penulis akan

menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh

penulis. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi Ni Kadek Darmayanti yang berjudul “Tanggung Jawab Pengemudi

Ojek Sepeda Motor dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Penumpang Ditinjau dari

Aspek Hukum Perlindungan Konsumen” membahas mengenai tanggung jawab

dari pengemudi ojek sepeda motor terhadap penumpang berdasarkan hukum

perlindungan konsumen. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah

penulis meneliti mengenai perlindungan yang diberikan kepada pengguna ojek

dengan pemanfaatan atau penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum dan

bagaimana hukum menyikapi fenomena penggunaan sepeda motor sebagai

angkutan umum.4

4 Ni Kadek Darmayanti, “Tanggung Jawab Pengemudi Ojek Sepeda Motor dalam Hal
Terjadinya Kecelakaan Penumpang Ditinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen”,
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, (2015).
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Jurnal dengan judul “Analisis Kelayakan Finansial Operasional Pelayanan

Ojek di Perkotaan di Indonesia Untuk Menjawab Prospek Keberlanjutan Layanan

Moda Paratransit Sepeda Motor di Masa Mendatang (Studi Kasus di Kota

Surakarta-Jawa Tengah) yang membahas mengenai kelayakan finansial yang

diperoleh pengemudi sebagai operator ojek. Berbeda dengan penelitian penulis

yang membahas tentang bagaimana perlindungan yang diperoleh oleh konsumen

dari pengemudi ojek sepeda motor sebagai angkutan umum dan bagaimana

hukum menyikapi fenomena ojek yang sebenarnya telah dilarang

penggunaannya.5

Skripsi Fahimatul Ilyah yang berjudul “Perlindungan Konsumen bagi

Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans Jogja Yogyakarta)”

membahas mengenai perlindungan konsumen yaitu penumpang bus transjogja

berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hal yang membedakan penelitian penulis adalah penulis meneliti mengenai

perlindungan yang diperoleh oleh konsumen sebagai akibat pemanfaatan sepeda

motor sebagai angkutan umum dan sikap hukum atas berkembangnya sepeda

motor sebagai angkutan umum.6

Skripsi Hukmawati yang berjudul “Komunitas Becak Motor Sebagai

Potret Perubahan Sosial (Studi Atas Komunitas Becak Motor di Desa Paciran

5 Dewi Handayani, dkk., “Analisis Kelayakan Finansial Operasional Pelayanan Ojek di
Perkotaan di Indonesia Untuk Menjawab Prospek Keberlanjutan Layanan Moda Paratransit
Sepeda Motor di Masa Mendatang (Studi Kasus di Kota Surakarta-Jawa Tengah)”, Dinamika
Teknik Sipil, 11:2, (Surabaya, Mei 2011), 181-187.

6 Fahimatul Ilyah, “Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya
(Studi Kasus Bus Trans Jogja Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).
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Kabupaten Lamongan)” membahas tentang perubahan sosial akibat dari lahirnya

komunitas becak motor di Desa Paciran Kabupaten Lamongan. Penelitian penulis

membahas mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen ojek sebagai

angkutan umum serta bagaimana hukum menyikapi fenomena penggunaan sepeda

motor sebagai angkutan umum.7

Skripsi Heri Kusbandiyah yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum

Islam dalam Jual Beli Cek di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan

Kabupaten Jepara” membahas mengenai pandangan Islam tentang jual beli cek

yang terjadi dalam masyarakat di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan

Kabupaten Jepara. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas

mengenai perlindungan bagi konsumen serta peraturan hukum dalam menyikapi

sepeda motor sebagai angkutan umum.8

Skripsi Dathiesa Claudia Horax dengan judul “Kajian Sosiologi Hukum

Terhadap Keberadaan Waralaba Minimarket di Kota Makassar” yang membahas

mengenai dampak sosial-ekonomi minimarket terhadap toko kelontong yang

berada di sekitarnya. Penelitian penulis membahas mengenai perlindungan bagi

7 Hukmawati, “Komunitas Becak Motor Sebagai Potret Perubahan Sosial (Studi Atas
Komunitas Becak Motor di Desa Paciran Kabupaten Lamongan)”, Skripsi, Fakultas Sosial dan
Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

8 Heri Kusbandiyah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa
Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).
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konsumen pengguna jasa ojek serta pengaturan hukum terkait dengan penggunaan

sepeda motor sebagai angkutan umum.9

Skripsi Nursim yang berjudul “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Uang

Wali Pada Masyarakat Muslim Suku Sasak (Studi Kasus di Desa Dangiang),

membahas mengenai keberlangsungan uang wali sebagai syarat pernikahan

muslim Suku Sasak di Desa Dangiang. Penelitian penulis membahas mengenai

keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum yang belum memiliki

pengaturan secara jelas.10

E. Kerangka Teoretik

1. Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum

secara umum ialah bahwasannya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum

dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan

oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga

negara harus berdasarkan atas hukum.11

9 Dathiesa Claudia Horax, “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Keberadaan Waralaba
Minimarket di Kota Makassar”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,
(2013).

10 Nursim, “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Uang Wali Pada Masyarakat Muslim
Suku Sasak (Studi Kasus di Desa Dangiang)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009)

11 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011), hlm. 8.
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Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato

yang selanjutnya pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut

pandangan Aristoteles, yang memerintah dalam sebuah negara bukanlah

manusia sebagai penguasa melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang

pada akhirnya akan menentukan baik atau buruknya sebuah hukum.12 Sebuah

negara dapat dikatakan sebagai negara yang baik ketika negara tersebut

diperintah berdasarkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Sebuah negara yang berdasarkan konstitusi haruslah memenuhi tiga

unsur sebagai negara berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk

kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum

dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan berdasarkan

hukum yang dibuat secara sewenang-wenang dengan mengesampingkan

konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan

konstitusi atas kehendak rakyat.13

Sebuah negara agar bisa disebut sebagai negara hukum haruslah

memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan ini biasa disebut sebagai syarat-

syarat negara hukum. Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk

selanjutnya bisa disebut sebagai negara hukum adalah:14

12 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta: UII
Press, 2005), hlm. 1.

13 Ibid., hlm. 1.

14 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2011), hlm. 3.
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a. Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan

kebijaksanaan atau prerogatif penguasa.

b. Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law),

yang menandakan bahwa semua warga negara harus tunduk pada

hukum dan tidak ada satupun orang yang berada di atas hukum.

c. Konstitusi menjadi dasar dari segala hukum. Hukum yang berdasarkan

konstitusi harus melarang semua tindakan yang melanggar hak dan

kemerdekaan rakyat.

Julius Stahl (Jerman) memberikan karakteristik dari konsep suatu

negara hukum. Karakteristik dari negara hukum yaitu adanya perlindungan

hukum terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan yang pada

akhirnya menghindari terjadinya sentralisasi kekuasaan pada satu orang atau

satu lembaga, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan

tersedianya penyelesaian melalui suatu pengadilan administrasi ketika

pemerintah melakukan pelanggaran terhadap hak masyarakat dalam

menjalankan pemerintahannya.15

Konsep negara hukum menurut Immanuel Kant berfungsi dan

bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (rust en

order) atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam (nacht wakerstaat).

Menurut Ferdinan Lassale teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant ini

bersifat negatif dan mencegah kekacauan dalam kehidupan masyarakat yang

bersumber pada kekuasaan layaknya pada pemerintahan raja yang mutlak dan

15 Azhari M. Tahir, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 74.
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tidak mencerminkan teori negara hukum yang sebenarnya dengan berangkat

dari keinginan untuk melepaskan diri dari kekuasaan raja yang absolut.16

Negara hukum tidak dibentuk secara tiba-tiba dan dibangun dengan

menumbuhkan perilaku bernegara hukum dan peradaban baru dimana setiap

tingkah laku kita diatur oleh hukum yang berlaku. Semua alat perlengkapan

negara dalam tindakannya kepada warga negara maupun untuk saling

berhubungan satu dengan yang lainnya tidak boleh berlaku sewenang-wenang

dan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku. Negara hukum

tidak hanya berlaku bagi alat perlengkapan negara, tetapi juga masyarakat

dimana semua hubungan dalam bermasyarakat dan bernegara harus tunduk

kepada hukum yang berlaku.

Negara hukum menjadi dambaan semua warga negara tanpa terkecuali

untuk mendapatkan keadilan dan kedamaian dalam suatu negara. Penerapan

konsep negara hukum tidak sepenuhnya bisa berjalan tegak dimana ada

faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam penerapannya. Penerapan

negara hukum dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan alam dimana

manusia dalam kehidupannya akan selalu dipengaruhi oleh keadaan alam dan

budaya yang ada di sekitarnya.

2. Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak

tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman

bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam

16 Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 27.
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hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan

pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum. Dengan

demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama,

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan

yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum

bagi individu dari kesewenangan.17

Penegakkan hukum diharapkan mampu memenuhi tiga unsur yang

menjadi tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan hukum

dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum akan mampu menjamin

terlaksananya kewajiban dan hak yang harus didapatkan sesuai dengan apa

yang telah diatur. Keadilan hukum merupakan gambaran yang menyangkut

mengenai hubungan manusia satu dengan yang lainnya tentang hak dan

kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemanfaatan hukum merupakan hal

yang diharapkan dengan tujuan hukum mampu memberikan nilai lebih

kepada masyarakat.

Kepastian hukum ini akan memberikan rasa keamanan bagi setiap

individu dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-

masing. Kepastian hukum ini bisa dicapai dengan penerapan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum dapat menjadi

gambaran akan penegakan hukum yang menjadi persoalan dari setiap

17 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 157
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masyarakat meskipun pada akhirnya masyarakat akan memberikan corak

permasalahan tersendiri sesuai dengan karakternya dalam kerangka

penegakan hukum. Persamaannya adalah, bahwa tujuan masing-masing

adalah agar di dalam masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat

penegakan hukum yang fungsionil.18

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum dan menjadi

yang utama dalam norma hukum tertulis. Tanpa adanya kepastian hukum

maka hukum akan kehilangan tujuan dari hukum itu sendiri. Hal ini

dikarenakan hukum tidak akan lagi menjadi pedoman manusia dalam

berperilaku.

Kepastian hukum sangat diimpikan oleh masyarakat untuk dapat

menerima hak dan menjalakankan kewajibannya terutama di Indonesia

sebagai negara hukum yang segala sesuatunya diatur dengan hukum.

Penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum harus mendapatkan

sebuah kepastian hukum sehingga pengguna jasa angkutan umum khususnya

pengguna jasa layanan ojek baik konvesional maupun online dapat

mendapatkan status yang jelas dalam hukum sebagai pengguna jasa angkutan

umum untuk mendapatkan hak-haknya seperti pengguna angkutan umum lain

yang telah nyata diakui sebagai angkutan umum. Selain itu, dengan adanya

kepastian hukum mengenai pemanfaatan sepeda motor sebagai angkutan

umum dapat menghindarkan dari sebuah kegiatan persaingan tidak sehat

dengan angkutan umum lain.

18 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat,
(Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 20.
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3. Perlindungan Hukum

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menampung berbagai kepentingan

individu untuk bisa berjalan sesuai dengan haknya. Dalam mendapatkan

haknya, semua warga negara tidak boleh melanggar hak orang lain, dengan

kata lain bahwa untuk mendapatkan hak kita juga harus menghargai hak

orang lain. Hukum berlaku untuk mengatur hak dan kepentingan tertentu

dengan membatasi hak dan kepentingan yang lain.

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan

manusia yang perlu diatur dan dilindungi.19 Perlindungan hukum didapatkan

dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan

tujuan peraturan itu dibuat. Perlindungan hukum mencakup banyak hal yang

harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah

perlindungan mengenai konsumen.

Perlindungan konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan akibat dari kemajuan teknologi dan

peradaban manusia dimana terdapat perbedaan antara masyarakat yang

awalnya mendasarkan pada kepercayaan dalam menggunakan barang dan jasa

serta melalui tahap yang sederhana, tatap muka dalam melakukan,

memanfaatkan barang dan jasa menjadi semakin rumit ketika teknologi

19 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69
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semakin maju dimana konsumen bisa dikatakan tidak lagi tahu siapa yang

menjual barang dan jasa.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi

perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap

kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai kepada akibat-

akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.20 Berkaitan dengan pengguna

jasa angkutan ojek sepeda motor, telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) butir a

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa

pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen

memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak pengguna jasa angkutan untuk

sampai di tempat tujuan dengan nyaman, aman dan selamat tidak hanya

terbatas kepada pemenuhan hak untuk sampai di tempat tujuan dengan

selamat tetapi harus terpenuhi hak dari awal dimana kendaraan yang

digunakan untuk mengangkut orang atau barang sampai pada tujuan harus

sesuai dengan pemanfaatannya atau penggunaannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

20 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 22
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Perlindungan hukum bagi konsumen bertujuan untuk melindungi hak-

hak konsumen yang secara garis besar dapat dibedakan atau dibagi menjadi 3

(tiga) hak dasar bagi konsumen, yaitu:21

a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian,

baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.

b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.

c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap

permasalahan yang dihadapi.

Hak pengguna jasa angkutan tidak terbatas dengan mendapatkan

keamanan, kenyamanan, dan keselamatan tetapi juga dirumuskan dalam

kewajiban pelaku usaha (kewajiban dari pelaku usaha merupakan bagian dari

hak konsumen yang harus dipenuhi) sebagai hak dari konsumen dimana

pelaku usaha wajib:

a. Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur

serta tidak diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang

dan/jasa yang berlaku.

21 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Penerbit Nusa Dua, 2010),
hlm. 25
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e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang

dan/atau jasa yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian.22

Dalam perlindungan hukum pengguna jasa angkutan ojek sepeda

motor terdapat kewajiban bagi penyedia jasa untuk menjamin mutu barang

dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dimana

ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan dalam penelitian ini dengan tetap mengacu

pada standar ilmiah sebuah karya penelitian, maka penulis menggunakan metode

yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Adapun di antara

metode-metode yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara

22 Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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intensif, terperinci dan mendalam terhadap keberadaan sepeda motor sebagai

angkutan umum dimana keberadaannya telah menjadi kebutuhan dalam

masyarakat meskipun sepeda motor bukanlah salah satu angkutan umum seperti

yang tercantum dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, yaitu pelaksanaan ketentuan

perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di

dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maksud dari penelitian ini adalah

menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari

lapangan. Dalam penelitian ini, pemanfaatan sepeda motor sebagai moda

transportasi haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa keterangan-keterangan yang

diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau interaksi
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dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek penelitian.23 Data

primer ini diperoleh dari berbagai narasumber, antara lain:

1) Bapak Erwin Istiawan sebagai Kepala Seksi Angkutan Umum Antar

Kota Antar Wilayah Dinas Perhubungan Daerah Istimewa

Yogyakarta.

2) Bapak R. Sigit Wahyu Wibowo sebagai Kepala Seksi Operasional dan

Pengendalian Trans Jogja.

3) Bapak Very Awaluddin sebagai Kepala Operasi PT. Golden Bird

Yogyakarta.

4) Bapak Alex Eman sebagai Pimpinan Cabang PT. Indra Kelana Taxi

Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau

perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan

mengolahnya sebelumnya.24 Penelitian ini juga menggunakan sumber data

sekunder yang berasal dari buku-buku teks yang membicarakan suatu

permasalahan hukum, termasuk skripsi dan tesis hukum, kamus-kamus

hukum, internet, dan literatur berupa peraturan perundang-undangan yaitu

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta

23 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 42.

24 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM Press,
2009), hlm. 112.
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Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan sumber

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data skripsi ini adalah

sebagai berikut:

a. Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

interaksi langsung dengan objek yang akan diteliti, dalam hal ini

memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan

masalah yang akan diteliti. Kuisioner ini diberikan kepada pengemudi ojek

sepeda motor dan juga masyarakat pengguna jasa angkutan ojek sepeda

motor. Kuisioner dilakukan terhadap pengemudi ojek sepeda motor baik

pengemudi ojek pangkalan maupun pengemudi ojek online yang

berjumlah 100 (seratus) responden serta kepada pengguna jasa ojek sepeda

motor dengan jumlah responden sebanyak 100 (seratus) responden.

b. Wawancara (Interview), teknik pengumpulan data melalui proses tanya

jawab yang dilakukan satu arah.25 Pertanyaan sebelumnya sudah disiapkan

oleh penulis dan jawaban diberikan oleh pihak narasumber. Wawancara

dilakukan kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagai pelaksana regulator mengetahui mengenai

pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang melarang sepeda motor sebagai angkutan umum.

25 Hadadi Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1993), hlm. 100.
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Wawancara juga dilakukan kepada pengusaha angkutan umum yang telah

lebih dahulu ada seperti taksi karena menjadi pihak yang sama-sama

menjalankan usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan angkutan umum

dengan ojek.

c. Dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai

hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel, baik cetak

maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

oleh penulis. Dokumentasi bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi

data primer.

5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Sampel adalah kelompok bagian atau sebagian dari populasi yang akan

diteliti. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Probability Sampling adalah penarikan sampel dengan memberikan

kesempatan yang bagi setiap manusia atau unit dalam populasi untuk

terpilih sebagai unsur dalam sampel.26

b. Snowball Sampling adalah menarik sampel berdasarkan dari responden

sebelumnya. Dari responden awal dapat menunjukkan kepada responden-

responden lain.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta di antaranya dilakukan pada Dinas

Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Cabang PT. Indra

26 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2010), hlm.
102.
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Kelana Taksi Yogyakarta, Golden Bird Yogyakarta serta pangkalan-pangkalan

ojek baik konvensional maupun tempat istirahat pengemudi ojek online di

Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan

menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan

dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara

kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang

teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan

pemahaman dan interpretasi data.27

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, pada

masing-masing bab tersusun dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih

terperinci dari setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan di sini

dimaksudkan agar penulis lebih mudah dalam menyusun skripsi dan tidak

mengalami kerancuan disetiap pembahasannya.

Bab I, pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah

pustaka, selanjutnya kerangka teoretik, metode penelitian, dan terakhir sistematika

pembahasan.

27 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), hlm. 172.
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Bab II, landasan teori berisikan tinjauan umum mengenai pengangkutan

dan angkutan umum.

Bab III, berisikan gambaran umum mengenai sepeda motor sebagai

angkutan umum baik ojek pangkalan maupun layanan ojek online serta perjanjian

pengangkutan.

Bab IV, berisi mengenai hasil penelitian tentang perlindungan bagi

konsumen pengguna angkutan ojek serta bagaimana hukum menyikapi

keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum yang telah menjadi kebutuhan

dan fenomena dalam masyarakat.

Bab V, berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkutan menggunakan sepeda motor telah memenuhi asas hukum

perdata seperti asas perjanjian, koordinasi, campuran, retensi dan

pembuktian dengan dokumen yang harusnya mampu menjadi dasar untuk

pelaksanaan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak serta memberikan

perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Perlindungan hukum bagi

pengguna jasa ojek didasarkan pada tanggung jawab atas dasar praduga

yang menempatkan pengemudi ojek untuk bertanggung jawab atas

kecelakaan atau kerugian penumpang selama proses pengangkutan terjadi

kecuali pengemudi ojek mampu membuktikan bahwa dirinya tidak

bersalah. Dalam pelaksanaan pengangkutan ojek, perlindungan konsumen

yang diberikan oleh ojek pangkalan didasarkan pada itikad baik dan rasa

kemanusiaan dari pengemudi ojek berbeda dengan ojek online yang telah

memberikan asuransi untuk penumpang dan barang yang diangkut

menggunakan jasa layanan ojek online. Selain itu penyelenggaraan

pengangkutan ojek oleh layanan ojek online telah memberikan hak kepada

pengguna jasa ojek untuk mendapatkan harga yang wajar dengan

menentukan tarif yang baku dan diketahui oleh penumpang. Selain itu

masih terdapat beberapa hak konsumen yang belum sepenuhnya dipenuhi
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oleh pengemudi ojek (khususnya ojek pangkalan) seperti hak atas

informasi yang benar dengan tidak adanya tarif baku yang ditetapkan serta

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa dengan tidak memberikan helm sebagai salah satu

standar keselamatan dalam berkendara menggunakan sepeda motor.

2. Sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang memberikan kepastian

baik kepada pengemudi maupun penumpang ojek mengenai status

keabsahan atau legalitas pengoperasian sepeda motor sebagai angkutan

umum. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya penegakkan hukum yang

dilakukan oleh aparat yang berwenang serta tidak adanya jaminan ataupun

perlindungan hukum yang diberikan kepada pengemudi maupun kepada

penumpang ojek. Kepastian hukum yang diberikan terhadap pemanfaatan

sepeda motor sebagai angkutan umum menjadi sebuah keniscayaan

dimana pemanfaatan sepeda motor sebagai angkutan umum telah

memberikan dan memenuhi unsur kemanfaatan hukum karena dengan

adanya payung hukum bagi ojek akan memberikan pengaruh yang lebih

positif serta mampu memberikan pendapatan pajak bagi negara.

Pemanfaatan sepeda motor sebagai angkutan umum lebih banyak

memberikan manfaat bagi masyarakat seperti terciptanya lapangan

pekerjaan bagi pengemudi ojek, adanya keamanan dan ketepatan waktu

yang diberikan oleh ojek serta mengisi celah akan kekurangan sarana dan

prasarana dengan kebutuhan angkutan dalam masyarakat. Manfaat hukum
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akan lebih dapat dirasakan dengan adanya kepastian hukum atas

pemanfaatan sepeda motor sebagai angkutan umum.

3. Kehadiran sepeda motor sebagai angkutan umum mampu memberikan

pengaruh yang positif bagi masyarakat tidak hanya kepada pengemudi

ojek tetapi juga kepada pengguna jasa atau penumpang ojek. Pengemudi

ojek dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjadikan ojek

sebagai pekerjaan. Keberadaan ojek juga mampu mengurangi

pengangguran yang menunjukan bahwa ojek sebagai salah satu bentuk

pekerjaan informal tidak hanya penggunaan sepeda motor sebagai

angkutan umum untuk mengangkut orang tetapi juga penggunaan sepeda

motor sebagai angkutan barang yang banyak dipakai oleh pengusaha jasa

ekspedisi untuk mengantar barang. Penggunaan sepeda motor sebagai

angkutan orang dan barang ini mampu memberikan pengaruh positif

kepada masyarakat terutama dalam hal ekonomi. Pengaruh positif ini harus

diimbangi dengan adanya perlindungan bagi pengguna jasa ojek.

Perlindungan konsumen telah diberikan oleh layanan ojek online Go-Jek

dengan memberikan asuransi kepada pengguna jasa dengan biaya

penanggungan mencapai Rp. 10.000.000,00 bagi penumpang maupun

kehilangan barang atas layanan Go-Send tanpa adanya biaya tambahan

(premi) yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa ojek online. Tetapi

tidak ada perlindungan pasti yang didapatkan oleh pengguna jasa ojek

pangkalan apabila terjadi kecelakaan ataupun kerugian atas layanan ojek

pangkalan.
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Di sisi lain, pemanfaatan sepeda motor sebagai angkutan umum juga

memberikan dampak yang kurang baik kepada pengusaha angkutan umum

lainnya yang telah lebih dulu ada. Pengaruh negatif yang timbul akibat

adanya ojek adalah menurunnya tingkat okupansi atau pengangkutan yang

dirasakan oleh perusahaan taksi PT. Indra Kelana Taxi Yogyakarta.

Jumlah ojek yang begitu banyak juga menjadi salah satu faktor yang

menyebabkan menurunnya tingkat pengangkutan oleh perusahaan

angkutan umum lainnya.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang diharapkan bisa membantu dalam

menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan

sepeda motor sebagai angkutan umum, antara lain:

1. Peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk membuat aturan mengenai

keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum sebaiknya mendapatkan

payung hukum sebagai angkutan umum yang sah (legalitas) dengan

menerapkan beberapa peraturan mengenai pengoperasian ojek yang harus

mampu dipenuhi oleh pengusaha angkutan umum yang menjalankan

usahanya dengan memanfaatkan sepeda motor sebagai alat

pengangkutnya. Pengaturan sarana ojek akan memberikan peluang untuk

pemberdayaan tenaga kerja yang menganggur dan memberikan pemasukan

kepada negara dari pajak. Selain itu dengan adanya pengaturan mengenai

pengoperasian ojek akan memberikan perlindungan bagi pengguna jasa

ojek.



118

2. Peneliti menyarankan kepada perusahaan angkutan umum yang diakui

oleh peraturan perundang-undang hendaknya melakukan perbaikan

pelayanan dan meningkatkan kenyamanan dari armada yang digunakan

dalam penyelenggaraan pengangkutan untuk melayani masyarakat.

3. Peneliti menyarankan kepada pengemudi ojek untuk memperbaiki layanan

dan meningkatkan keamanan dan penentuan tarif yang wajar kepada

pengguna jasa angkutan ojek.

4. Peneliti menyarankan kepada pengguna jasa ojek untuk lebih bijak dalam

memilih angkutan umum yang hendak digunakan dan memperhatikan hak

dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta berpartisipasi untuk

menciptakan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan

pengangkutan.
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LAMPIRAN

A. Tabel Hasil Kuisioner Pengemudi Ojek

No Pertanyaan Jawaban (n)
1 Usia

21 - 25 Tahun
26 - 30 Tahun
31 - 35 Tahun
36 - 40 Tahun
41 - 45 Tahun
46 - 50 Tahun
51 - 55 Tahun
56 - 60 Tahun
> 60 Tahun

11
5
14
23
14
14
11
7
1

2 Pendidikan
Tidak Sekolah
SD
SLTP
SLTA

7
2
21
70

3 Pekerjaan
Tetap
Sampingan

71
29

4 Mengetahui Ojek Dilarang
Tahu
Tidak Tahu

43
57

5 Mendapatkan Pelatihan
Iya
Tidak

41
59

6 Lama Bekerja sebagai Ojek
< 1 Tahun
1 - 5 Tahun
6 - 10 Tahun
11 - 15 Tahun
16 - 20 Tahun
21 - 25 Tahun
26 - 30 Tahun
> 30 Tahun

27
23
20
10
8
6
2
4



No Pertanyaan Jawaban (n)
7 Lama Beroperasi dalam Satu Hari

3 Jam
4 Jam
5 Jam
6 Jam
7 Jam
8 Jam
9 Jam
> 10 Jam

1
1
4
7
13
42
4
28

8 Hari Kerja dalam Satu Minggu
Tidak Tetap
4 Hari
5 Hari
6 Hari
7 Hari

33
1
2
2
62

9 Rata-Rata Penumpang dalam Satu Hari
< 3 Penumpang
4 Penumpang
5 Penumpang
6 Penumpang
> 6 Penumpang

7
31
16
16
30

10 Rata-Rata Penghasilan dalam Satu Hari
< Rp. 50.000,00
Rp. 50.000,00 - Rp. 100.000,00
Rp. 101.000,00 - Rp. 150.000,00
> Rp. 150.000,00

28
54
8
10

11 Organisasi
Paguyuban
Go-Jek
Tidak Ada

44
49
7

12 Minat Beralih Pekerjaan
Berminat
Tidak Berminat

32
68

13 Harapan
Bantuan Pemerintah
Ojek Jangan Dihapus
Diatur Oleh Organisasi
Lainnya

23
50
25
2



B. Tabel Kuisioner Pengguna Jasa Ojek

No Pertanyaan Jawaban (n)
1 Kebiasaan Menggunakan Ojek

Sering
Kadang-Kadang

35
65

2 Frekuensi Menggunakan Ojek dalam
Satu Hari
1 Kali
2 Kali
3 Kali
Tidak Tentu

39
18
1
42

3 Alasan Menggunakan Ojek
Tidak Ada Angkutan Lain
Lebih Cepat
Keamanan
Kenyamanan
Murah
Lainnya

32
58
2
4
1
3

4 Alternatif Angkutan Selain Ojek
Taksi
Bus
Becak
Lainnya

22
55
15
8

5 Tujuan Menggunakan Ojek
Rumah
Tempat Kerja
Sekolah/Kampus
Pasar
Tempat Hiburan
Lain-Lain

39
14
16
10
2
19

6 Mengetahui Ojek Dilarang
Tahu
Tidak Tahu

28
72

7 Setuju Ojek Dihapus
Setuju
Tidak Setuju

6
94

8 Saran
Pembinaan dan Diatur
Peningkatan Pelayanan
Peningkatan Keamanan'
Lainnya

55
27
14
4
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